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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak 

Pidana Kesusilaan Putusan (No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn)‛ merupakan hasil 

dari penelitian atas putusan pengadilan, yang didukung oleh kepustakaan untuk 

menjawab dua pertanyaan, yaitu Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam 

putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang tindak pidana yang melanggar 

kesusilaan dan Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 

yang melanggar kesusilaan dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). 

Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode 

deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang 

khusus dan dianalisis menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. 

Hasil penelitian yang ditemukan adalah: pertama, pertimbangan hukum 

oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.384/Pid.Sus/2018/PN 

Smn tentang tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan menyebarkan vidio 

melalui media sosial. Hakim memutus menggunakan Pasal 32 jo Pasal 6 ayat (1) 

UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana ‚dirasa kurang tepat‛, jika meninjau pada Pasal 27 ayat (1) 

UU Informasi dan Transaksi Elektronik, karena terdakwa menyebarkan vidio 

pornografi melalui media sosial yaitu facebook atau menggunakan jaringan 

internet. Kedua, dalam Hukum Pidana Islam merupakan kategori perbuatan atau 

tindak pidana pelanggaran terhadap kehormatan seseorang. Sehingga sanksi yang 

dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman ta’zi>r (uqubah ghair muqaddarah) 
atau hukuman yang belum ditentukan oleh nash dan sepenuhnya diserahkan 

kepada penguasa atau hakim. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas diharapkan Hakim lebih kritis dan 

bijaksana dalam menerapkan hukuman sesuai dengan UU yang berlaku dan dapat 

membedakan serta menafsirkan UU sehingga penerapannya lebih tepat sesuai 

dengan kasus yang sedang terjadi. 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi dan informasi pada masa kini berkembang pesat, seperti 

komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat, 

namun saat ini komputer merupakan suatu alat bantu yang mampu 

melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang juga merupakan suatu alat 

yang memegang peranan penting dalam suatu system penyimpanan data 

elektronik.
1
 

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, 

teknologi informasi (information technology) memegang peran penting, 

baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini 

membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di 

dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap 

begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, 

teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi 

informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun 

jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi 

bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.
2
 Sebagai

akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, 

teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku 

1John J Longkutoy, Pengenalan Komputer  (Jakarta: Cendana Mas, 1978), 34. 
2Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 1. 
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masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, 

perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa 

batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan 

berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi 

saat ini telah menjadi pedang permata dua, karena selain memberikan 

kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban 

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
3
 

Media sosial adalah media online yang berbasis internet yang 

memungkinkan pengguna dapat berinteraksi secara virtual. Media sosial 

mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk berkomunikasi 

dan bersosialisasi.
4
 

Pada masa kini sebuah kebudayaan baru telah terbentuk dalam 

masyarakat yakni kebebasan beraktivitas dan berkreasi yang paling mudah 

diakses melalui internet. Di balik mudahnya akses internet tersebut 

tentunya juga melahirkan kejahatan-kejahatan yang baru pula. Di antaranya 

muncul kejahatan cyber crime yaitu kejahatan yang dilakukan melalui 

kecanggihan jaringan internet. Dapat dilihat dengan banyaknya situs-situs 

yang berkonten negatif seperti situs porno yang disebarkan melalui 

internet. 

Kejahatan yang tergolong baru tersebut adalah kejahatan dunia maya 

(Cybercrime). Kejahatan dunia maya (Cyber crime) yang berkembang 

                                                     
3Ahmad Ramli, Cyber Law Dan HAKI-Dalam Sytem Hukum Indonesia (Bandung: Rafika 

Aditama, 2004), 1. 
4Eni Maryani, Media dan Perubahan Sosial  (Jakarta: Rosda: 2011), 17. 
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beberapa saat terakhir ini salah satunya adalah cyberporn yang melanggar 

kesusilaan yang mana cyberporn tersebut memuat vidio, gambar dan 

rangkaian kata yang dapat membangkitkan nafsu. 

Melanggar kesusilaan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan 

(agama) secara individu maupun pembenaranya sebagai bagian daripada 

makhluk sosial.
5
 Bagaikan sebuah ‘pagar’ norma kesusilaan membatasi 

perilaku individu masyarakat agar tidak melampaui batas kesusilaan 

sebagai tindakan asusila. Yang mana melanggar kesusilaan bisa disebut 

juga dengan pornografi (cyberpon). 

Saat ini masalah cyberporn semakin memprihatinkan dampak 

negatifnya semakin nyata. Pemerintah secara tegas telah mengambil 

langkah nyata membendung arus cyberporn melalui internet, dengan 

membentuk UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik.
6
 Yang mana UU tersebut menjelaskan perbuatan cyberporn 

yang melanggar kesusilaan melalui internet. Melanggar kesusilaan melalui 

internet telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) Tentang perbuatan yang 

dilarang. 

Pasal kesusilaan sendiri telah di atur didalam perundang-undangan 

No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang secara khusus mengatur 

pornografi. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia yang khususnya di 

                                                     
5Wikipedia Inonesia, “Perilaku Menyimpang”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/perilaku 

_menyimpang, ‚diakses pada‛ 5 November 2019. 
6Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Jakarta: PT Raja Grafino 

Persada, 2013), 104. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/perilaku%20_menyimpang
https://id.m.wikipedia.org/wiki/perilaku%20_menyimpang
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PN Sleman Yogyakarta yaitu penyebaran vidio hubungan intim layaknya 

suami istri melalui facebook, kasus tersebut yang dilakukan oleh terdakwa 

EndangTan terhadap Mawar dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn. 

Dalam putusan tersebut menjelaskan tentang penyebaran vidio yang 

melanggar kesusilaan melalui media sosial yaitu Facebook yang dimana 

harusnya dalam putusan tersebut di pidana dengan Pasal 27 ayat (1) UU 

No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi 

Hakim memutus dengan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi. Dalam dakwaan bahwasannya terdakwa melakukan tindak 

pidana penyebarluasan vidio hubungan intim layaknya suami istri yang 

disebarkan melalui akun Facebook yang bernama YENNY TAN kepada 

akun Facebook yang bernama MELATI, dari dakwaan tersebut sudah jelas 

bahwa perilaku terdakwa melanggar kesusilaan melalui media elektronik 

dan untuk pidana kesusilaan melalui media elektronik telah diatur didalam 

Pasal 27 Ayat (1) Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Bahwa pada Pasal 27 Ayat (1) berbunyi: setiap orang yang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
7
, akan tetapi 

Pasal 6 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan: 

setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, 

                                                     
7UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 

Ayat (1). 
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memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.
8
 

Dalam hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa melanggar 

kesusilaan melalui Internet dapat di pidana dengan UU ITE bukan UU 

Pornografi, karena sudah jelas bahwasanya terdakwa menyebarluaskan 

vidio yang melanggar kesusilaan melalui media sosial yaitu Facebook. 

Dalam agama Islam yang termasuk melanggar kesusilaan adalah 

semua larangan baik melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati kepada 

perbuatan zina. Perintah untuk menjaga kehormatan sudah termaktub 

dalam Al-Qur’an dan Hadis, serta dalam kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul 

Fiqh. Karena dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi tentang adab 

kesusilaan dan juga permasalahan dalam menjaga kehormatan. Islam 

mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihatat aupun 

memperlihatkannya.
9
 

Adapun yang termasuk dalam kriteria diatas menurut kamus Islam 

adalah semua produk (gambar, tulisan, vidio, suara dsb) yang 

mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat 

pria dan wanita tanpa tujuan yang dibenarkan syar’i seperti untuk 

pendidikan, medis, hukum atau penelitian.
10

 

Aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh 

diperlihatkan atau harus di tutup karena dapat menimbulkan rasa malu dan 

membangkitkan nafsu sek orang yang melihatnya. Menutup aurat 

                                                     
8UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 6 Ayat (1). 
9Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2003), 

36. 
10Ibid., 40.  
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dijelaskan dalam al-Qur’an Surah An-Nur ayat 30:
11

 

الل هَ خَبِيٌر بِاَ يَصْنَ عُونَ  قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لََمُْ إِن  
(٠٣) 
 

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‚Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian 

itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang mereka perbuat”. 
 

Jika ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam, pada zaman kenabian 

tentunya belum ditemukan teknologi yang canggih seperti pada saat ini. 

Pada zaman kenabian belum ditemukan teknologi komputer dan jaringan 

internet. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan 

secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman 

sekarang ini.
12

 

Setelah melihat permasalahan tersebut diatas fenomena yang sedang 

populer di media sosial yaitu penyebaran video yang melanggar kesusilaan 

yang mana banyak menimbulkan dampak kerusakan norma yang meresahkan 

masyarakat. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan 

Putusan (No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn). 

 

 

 

                                                     
11Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 

353. 
12M. Nuril Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 189. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berangkat dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis 

mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut: 

1. Implementasi tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik belum 

sepenuhnya sesuai. 

2. Penyalahgunaan media Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

melanggar kesusilaan. 

3. Pertimbangan hukum majelis Hakim dalam putusan No. 

384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang tindak pidana yang melanggar 

kesusilaan. 

4. Analisis pertimbangan hukum majelis Hakim putusan No. 

384/Pid.Sus/PN Smn tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan. 

5. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kesusilaan melalui 

media Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan Pengadilan 

Negeri Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar 

permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan 

karya ilmiah dengan batasan: 

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN 

Smn tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan. 

2. Hukum pidana Islam terhadap tindak pidana yang melanggar kesusilaan 

dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn. 
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C. Rumusan Masalah 

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang 

tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka diperlukan adanya 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 

384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang tindak pidana yang melanggar 

kesusilaan? 

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana yang 

melanggar kesusilaan dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang 

kajian/penelitian yang pernah dilakukan diseputar masalah yang akan 

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang 

telah ada.
13

 

1. Skripsi yang ditulis oleh oleh Muhammad Tamyiz Bayani yang berjudul 

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap direktori Putusan No. 

275/Pid.Sus/2015/PN Jmb Tentang Penyebaran Pornografi Anak di 

Bawah Umur. Berdasarkan skripsi Muhammad Tamyiz Bayani 

membahas tentang Penyebaran Pornografi Anak di Bawah Umur melalui 

media elektronik yang dimana Hakim memutus dengan UU No. 44 

                                                     
13Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi, 8. 
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Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) Tentang Pornografi yang dimana penulis 

skripsi ini hanya membahas UU Pornografi yang disangkutpautkan 

dengan tindak pidana Pornografi Anak di Bawah Umur dalam prespektif 

Hukum Pidana Islam yang implementasi tersebut adalah hukuman 

ta’zi>r.14
 

2. Skripsi yang di tulis oleh Yulis Ahmad Nur yang berjudul Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Chatting Berkonten 

Pornografi Studi direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 

275/Pid.Sus/2015/PN Jmb. Berdasarkan skripsi Yulis Ahmad Nur 

membahas tentang tindak pidana chatting berkonten pornografi yang 

dimana dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb Hakim memutus 

dengan UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pornografi 

dimana dalam skripsi di atas harus dipertimbangkan lagi dengan  Pasal 

27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang mana dalam dakwaan tersebut terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah menggunakan UU ITE melainkan bukan 

menggunakan UU Pornografi, yang dalam pandangan Hukum Islam 

adalah hukuman ta’zi>r.15
 

3. Skripsi yang ditulis Muhammad Revi yang berjudul Pornografi Online 

Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Berdasarkan skripsi yang 

                                                     
14Muhammad Tamyiz Bayani, ‚Tinjauan Hukum  Pidana Islam Terhadap direktori Putusan No. 

275/Pid.Sus/2015/PN Jmb Tentang  Penyebaran Pornografi Anak di Bawah Umur‛ (Skripsi UIN--

Sunan Ampel, Surabaya 2018). 
15Yulis Ahmad Nur, ‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Chatting Berkonten 

Pornografi Studi direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb‛ 

(Skripsi UIN--Sunan Ampel, Surabaya 2018). 
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ditulis Muhammad Revi membahas tentang pornografi online yang 

dimana tertuju pada KUHP UU No. 44 Tahun 2009 dan Pasal 29 Ayat 

(1) UU No. 19 Tahun 2016 didalam prespektif Hukum Islam, akan tetapi 

tidak membahas secara rinci penyebaran pornografi melalui media 

elektronik.
16

 

Adapun skripsi ini akan berfokus pada Analisis Hukum Pidana Islam 

Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn. 

Yang menjadi pokok pembahasan adalah penerapan UU ITE No. 19 Tahun 

2016 Pasal 27 Ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk 

memutuskan suatu tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui media 

elektronik yang dikenakan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 tentang 

Pornografi di Pengadilan Negeri Sleman, baik dari segi hukum positif 

maupun Hukum Pidana Islam. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai penulis antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan tentang tindak pidana yang melanggar 

kesusilaan dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn. 

2. Menjelaskan tinjauan konsep takzi>r dalam Hukum Pidana Islam 

terhadap tindak pidana yang melanggar kesusilaan dalam putusan No. 

384/Pid.Sus/2018/PN Smn. 

                                                     
16Muhammad Revi, ‚Pornografi Online Dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia‛ (Skripsi--

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017). 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Secara Teoritis (Keilmuan) dijadikan sebagai kerangka berfikir atau 

masukan dalam prespektif Hukum Pidana Islam sebagai ilmu 

pengetahuan untuk dapat melancarkan dalam hal penelitian tentang 

tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Selain itu juga dapat dijadikan 

perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai 

informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana yang melanggar 

kesusilaan.  

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau 

pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam rangka pertimbangan 

hakim (penegak hukum) untuk menimbang dan memutuskan suatu 

perkara dengan seadil-adilnya. 

 

G. Definisi Operasional 

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah 

pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Hukum Pidana Islam adalah hukum yang membahas berbagai masalah 

kejahatan atau dapat disebut berbagai bentuk kejahatan yang ada di 

dalam Islam.
17

 Yang dimaksud dalam kejahatan disini ialah jari>mah 

ta’zi>r. 

2. Tindak pidana yang melanggar kesusilaan adalah melakukan suatu 

                                                     
17Ibid., 6. 
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perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat.
18

 

3. Putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang peraturan yang ada 

yaitu tindak pidana yang melanggar kesusilaan. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian marupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sama 

yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan.
19

 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis 

penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library 

Research). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi 

penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai objek studi.
20

 Pustaka 

hakekatnya merupakan hasil oleh budi karya manusia dalam bentuk 

karya tertulis guna menuangkan ide dan pandangan hidupnya dari 

seseorang atau sekelompok orang. 

Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian 

tentang buku, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkadang 

pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun 

                                                     
18Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), 16. 
19Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PREES, 2007), 3 
20Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik, Cet. Ke-7 (Bandung: 

1994), 25. 
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sekelompok orang selalu ada variansinya.
21

 

2. Data Yang Disimpulkan 

Memuat tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari 

pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam 

memutuskan perkara tindak pidana yang melanggar kesusilaan melalui 

media elektronik. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 

data primer dan data sekunder. 

a. Sumber data primer  

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

sumber pokok yang memuat salinan Putusan Pengadilan Negeri 

Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn.  

b. Sumber data sekunder 

Yaitu data yang berupa dokumen-dokumen tertulis, buku-

buku teks, dan berbagai sumber lain yang mendukung sumber objek 

primer
22

 antara lain: 

1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi 

Elektronik. 

2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

3) Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya 

                                                     
21Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2. 
22Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian 
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 201. 
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Pencegahan Kejahatan Berteknologi Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2002. 

4) Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari 

Hukum Islam Jakarta: Kencana, 2003. 

5) M. Nuril Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jina>yah Jakarta: Amzah, 

2013. 

6) A. Jazuli, Fiqih Jina>yah (Upaya Menanggulangi Kejahatan 

dalam Islam) Jakarta: Rajawali Pers, 2000. 

7) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian untuk penyusunan 

skripsi ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen 

merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data 

tertulis dengan mempergunakan ‚content analysis‛.
23

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.
24

 

Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah teknik kualitatif 

deskriptif analisis pola pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu 

                                                     
23Masruhan, Metode Penelitian Hukum, Cet I (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 178. 
24Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosda 

karya, 2013), 284. 
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pengolahan data dengan cara menganalisa materi sesuai dengan 

pembahasan yang kemudian dikemukakan dengan teori-teori yang 

bersifat umum terlebih dahulu yang kemudian dihubungkan kedalam 

bagian yang bersifat khusus. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar mudah dalam memahami pembahasan skripsi penulis, maka 

penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I: merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. 

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II: konsep tindak pidana pornografi menurut hukum positif dan 

hukum pidana Islam, meliputi pengaturan pornografi dalam UU pornografi, 

pengaturan pornografi menurut UU ITE, pengaturan pornografi menurut 

KUHP, pornografi menurut hukum Islam, dan ta’zi>r. 

BAB III: deskripsi perkara tentang tindak pidana pornografi terhadap 

penyebaran vidio melalui media facebook No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn 

putusan Pengadilan Negeri Sleman. 

BAB VI: analisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman No.  

384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang tindak pidana pornografi terhadap 

penyebaran vidio melalui media facebook. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 

 

 

 

BAB V: penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II 

KONSEP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF 

DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Positif 

Istilah atau kata pornografi merupakan kata yang berasal dari bahasa 

Yunani, yakni porne yang artinya pelacur dan graphein yang artinya 

ungkapan.25 Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan 

pelacur. Atau menunjuk kepada segala karya baik yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur.26 Sedangkan 

porno adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku sensual manusia 

dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual.27 

Menurut asal katanya arti pornografi tersebut, dari waktu ke waktu 

mengalami perubahan makna. Dalam pornografi itu sendiri memiliki artian 

makna yang secara bahasa dipengaruhi oleh pergesaran cara pandang 

masyarakat melalui perubahan dalam kehidupan sosial. Dalam kamus Besar 

Bahasa Indonesia28 merumuskan pornografi sebagai: (1) penggambaran 

tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan 

nafsu birahi; (2) bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang 

untuk membangkitkan nafsu birahi/seks. Kalau kita perhatikan rumusan ini, 

                                                     
25Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam, Cet. III (Jakarta: 

Kencana, 2009), 144. 
26Ade Armando, Mengupas Batas Pornografi (Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004), 

1. 
27Istibsjaroh, ‚Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Prespektif Hukum 

Islam‛, dalam  http://Istibsjaroh.files.wordpress.com.pdf, ‚diakses pada‛ 10 Agustus. 
28Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka), 889. 

http://istibsjaroh.files.wordpress.com.pdf/
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maka letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang menatap 

dan menikmatinya. 

Sedangkan menurut hukum positif arti pornografi memiliki arti sendiri 

didalam UU pornografi pasal 1 Ayat 1 UU No 44 Tahun 2008 yang 

menjelaskan pengertian pornografi yang berbunyi: ‚Pornografi adalah 

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang 

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka 

umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar 

norma kesusilaan dalam masyarakat‛.29 

Dari penjelasan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa sederhananya 

pornografi itu merupakan penggambaran tentang hal-hal yang bersifat cabul 

yang dilakukan dengan perantaraan media massa atau media komunikasi. 

1. Pengaturan Pornografi menurut UU Pornografi 

Sejak tahun 2008 tindak pidana pornografi mempunyai UU 

tersendiri yaitu UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. UU 

pornografi menjadi lex specialis dari KUHP. Dasar hukum tindak pidana 

pornografi diatur di dalam UU No 44 Tahun 2008 Bab II mengenai 

(larangan dan pembatasan) yang kaitanya dengan cyberporn tercantum 

dalam Pasal 4 Ayat (1) yaitu berisi tentang larangan memproduksi, 

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, 

                                                     
29UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1). 
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menyewakan atau menyediakan pornografi. Pasal 4 Ayat (2) yaitu berisi 

tentang larangan menyediakan jasa pornografi. Pasal 5 yaitu berisi 

larangan meminjamkan atau mengunduh pornografi. Pasal 6 yaitu berisi 

tentang larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 

memiliki atau menyimpan produk pornografi. Pasal 7 yaitu berisi 

tentang larangan mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi. 

Pasal 8 yaitu berisi tentang larangan dengan sengaja atau atas 

persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan 

pornografi. Pasal 9 yaitu berisi tentang larangan menjadikan orang lain 

sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Pasal 10 

yaitu berisi tentang larangan mempertontonkan diri atau orang lain 

dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan 

ketelanjangan eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan 

pornografi lainnya. Pasal 11 yaitu berisi tentang larangan melibatkan 

anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi. dan Pasal 12 

yaitu berisi tentang larangan mengajak, membujuk, memanfaatkan, 

membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam 

menggunakan produk atau jasa pornografi.30 

Pertanggungjawaban pornografi sebagai berikut: Unsur dalam 

tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan 

                                                     
30UU No.  44 Tahun 2008 Bab II Tentang Pornografi. 
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Pasal 4 ayat (1), dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak 

pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya.31 

a. Unsur perbuatan tindak pidana pornografi yaitu memproduksi, 

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau 

mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 

memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, memanfaatkan, 

membiarkan, melibatkan anak dan menyalahgunakan kuasa. 

b. Unsur objek tindak pidana pornografi yaitu gambar, sketsa, 

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, 

kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui 

berbagai bentuk media komunikasi.32 

 Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu: (1) isinya 

mengandung kecabulan; (2) eksploitasi seksual; (3) melanggar norma 

kesusilaan. Pelaku tindak pidana pornografi diatur pada Pasal 8,9, dan 

11 UU pornografi. Unsur sengaja dalam Pasal 8 UU pornografi ini 

disebutkan dengan kalimat ‚dengan sengaja‛ (dolus/opzet/atau 

kesengajaan). Unsur ‚dengan sengaja‛ merupakan unsur subjektif.
33

 

Kesengajaan di sini tidak hanya menyangkut masalah kesengajaan 

                                                     
31Tegus Prasetyo, Hukum Pidana, Cet I (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 48-49. 
32Ibid., 50. 
33Erinda Sinaga, ‚Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut UU 

No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi‛, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, No 4, 

(Oktober-Desember 2014), 698.  
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menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, melainkan 

juga mencakup kesengajaan dalam pembuatan, penyebarluasan, 

penyimpanan, mengunduh, dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam 

Bab II tentang larangan dan pembatasan. 

2. Pengaturan Pornografi menurut UU ITE 

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan 

dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik 

sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah 

tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang secara khusus 

diataur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 menyebutkan 

bahwa: ‚setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan‛.34 Dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 

disebutkan bahwa: 

a. Yang dimaksud dengan ‚mendistribusikan‛ adalah mengirim 

dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem 

elektronik. 

b. Yang dimaksud dengan ‚mentransmisikan‛ adalah mengirim 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditunjukkan 

kepada satu pihak lain melalui media elektronik. 

                                                     
34UU ITE No 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1). 
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c. Yang dimaksud ‚membuat dapat diakses‛ adalah semua perbuatan 

lain selain mendistribusikan mentransmisikan melalui sistem 

elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.35 

Pasal 27 ayat (1) tersebut memiliki tiga unsur, diantaranya:36 

a. Unsur subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan. 

Dengan tercantumkannya ‚dengan sengaja‛, maka perlu 

dibuktikan mengenai kesengajaannya dari pelaku dalam hal 

melakukan delik yang diancamkan. Hal ini merupakan tugas jaksa 

untuk meyakinkan Hakim dalam persidangan bahwa pelaku benar-

benar melakukannya dengan sengaja. 

b. Unsur melawan hukum 

Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang 

dimaksud dengan ‚tanpa hak‛ adalah arti atau makna dari ‚melawan 

hukum‛. Menurut Sutan Remi Syahdeni, kandungan arti ‚tanpa hak‛ 

bila dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah ‚tanpa memiliki 

kewenangan‛ atau ‚tanpa wewenang/memperoleh izin‛. 

c. Unsur kelakuan 

Dalam pasal 27 UU ITE dijelaskan terdapat tiga perbuatan 

yang dilarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

                                                     
35L. Heru Sujmawardi, ‚Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik‛, Jurnal 
Dialogia Iuridica, Nomor 2 (April, 2018), 86. 
36Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)..., 108-110. 
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Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 

kesusilaan. Dalam hal ini jelas ditegaskan hanya tiga perbuatan atau 

kelakuan tersebut yang dapat dikenakan pidana oleh pasal ini. Selain 

ini tidak termasuk terkena pidana oleh pasal ini. 

3. Pengaturan Pornografi menurut KUHP 

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam 

KUHP yang diataur dalam Buku II Bab XIV Pasal 282-283 tentang 

kejahatan terhadap kesusilaan, dalam Pasal 282 ayat 1, 2, 3 menjelaskan 

bahwa:37 

a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan 

dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui 

isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud 

untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, 

membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan 

kedalam negri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negri, atau 

memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, 

atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya 

atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, dan diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana 

denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 

b. Barang siapa menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan 

dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah melanggar 

kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, 

memasukkan kedalam negri, meneruskannya, mengeluarkannya 

dari negri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara 

terang-terangan, atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, 

menawarkannya atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, dan 

diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa 

tulisan, gambar, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan 

pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

c. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 

pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan 

                                                     
37R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya 
Lengkap Pasal demi Pasal  (Bogor: Politea, 1995), 205-206. 
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pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. 

Dalam Pasal 282 KUHP diatas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang 

memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana 

pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk 

tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut. 

Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, ayat (2) membuat, 

memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan diri dalam 

negeri, memiliki persediaan, ayat (3) menawarkan (secara terang-terangan 

atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta), menunjukkan sebagai 

dapat diperoleh. Ketiga bentuk perbuatan diatas semuanya mempunyai 

objek yang sama yaitu tulisan yang melanggar kesusilaan, gambar yang 

melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan. Dimana pelaku 

dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwa perbuatan yang 

dilakukannya melanggar kesusilaan.38 

Kejahatan pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHP diatas pada 

dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatan sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya. Dimana setiap bentuk tindak pidana pornografi 

dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak 

pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenal unsur kesalahan si 

pelaku. Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (1) 

adalah dolus/kesengajaan. Sedangkan unsur kesalahan pada tiga bentuk 

                                                     
38Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan..., 24. 
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tindak pidana pornografi ayat (2) adalah culpa/kealpaan.39 Unsur Pasal 282 

ayat (3) KUHP, Pasal ini menekankan pemberatan pada bentuk tindak 

pidana pornografi sengaja, yaitu apabila pembuat dalam melakukan 

kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.40 

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 283 KUHP merupakan bentuk 

perlindungan terhadap dampak negatif pornografi bagi anak-anak atau 

orang yang belum dewasa. Oleh karena itu harus ada upaya perlindungan 

hukum terhadap orang yang belum dewasa, agar dapat terhindar dari 

pornografi. 

Ketentuan ini di atur dalam Pasal 283 KUHP, yaitu:41 

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 

pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa 

menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara 

waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran 

atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk 

mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang 

belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga 

bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, 

gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya; 

b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi 

tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum 

dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi 

telah diketahuinya; 

c. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau 

pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 

banyak sembilan ribu rupiah barang siapa menawarkan, 

memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, 

menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda 

yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau 

menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa 

sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat 

                                                     
39Ibid., 33-34. 
40Ibid., 35. 
41R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya 
Lengkap Pasal demi Pasal..., 207-208. 
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baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda 

yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk 

mencegah atau menggugurkan hamil. 

 

Pasal 283 KUHP di atas memiliki beberapa persamaan dan 

perbedaan tersebut terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, seperti 

membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau 

benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan 

kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat 

melanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan menunjukkannya 

kepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaan 

telah melekat pada keduanya.42 

 

B. Konsep Tindak Pidana Pornografi dan Ta’zi>r  Menurut Hukum Pidana Islam 

1. Pornografi menurut Hukum Islam 

Dalam hukum Islam pornografi erat hubungannya dengan masalah 

menjaga aurat, tabarru>j (berpenampilan seronok), dan memelihara 

pandangan atau menundukkan pandangan (ghadhal-basyar). Jadi, 

sesungguhnya yang menjadi substansi dari pornografi dalam prespektif 

Islam adalah masalah aurat. 

Kata ‚Aurat‛ berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti 

celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang 

dipandang buruk, dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu 

                                                     
42Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan..., 42. 
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jika dilihat.43 Jadi dapat disimpulkan bahwa aurat adalah merupakan 

bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal ini erat hubungannya dengan 

ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai amanah Allah bagi 

masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara 

dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan 

yang merugikan dari pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta 

bangsa.44 

Mengenai tata cara berpakaian atau menutup aurat ini dalam Islam 

dijelaskan pada Qur’an Surah an-Nur ayat 30 dan 31. Surah an-Nur ayat 

30:45 

قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لََمُْ إِن  الل هَ خَبِيٌر بِاَ 
 (٠٣يَصْنَ عُونَ )

 

‚Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‚Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; 

yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat‛. 

 

Demikian pula dalam surat an-Nur ayat 31 Allah berfirman, 

bahwa:46 

وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن  وَيََْفَظْنَ فُ رُوجَهُن  وَلا يُ بْدِينَ زيِنَتَ هُن  إِلا مَا ظَهَرَ 
هَا وَلْيَضْربِْنَ بُِِمُرهِِن  عَلَى جُيُوبِِِن  وَلا يُ بْدِينَ زيِنَتَ هُن  إِلا لبُِ عُولتَِهِن  أوَْ آباَئهِِن  أَ  ءِ وْ آباَمِن ْ

ِِِن  أوَْ بُ عُولتَِهِن  أوَْ أبَْ نَائهِِن  أوَْ أبَْ نَاءِ بُ عُولتَِهِن  أوَْ إِخْوَانِِِن  أوَْ بَنِِ إِخْوَانِِِن  أوَْ بَنِِ أَخَ  وَا

                                                     
43Istibsjaroh, ‚Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Prespektif Hukum 

Islam‛, dalam  http://Istibsjaroh.files.wordpress.com.pdf, ‚diakses pada‛ 10 Agustus. 
44Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam, Cet. III..., 88. 
45Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Cet. Ulang (Semarang: 

Wicaksana, 1994), 548. 
46Ibid. 

http://istibsjaroh.files.wordpress.com.pdf/
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لطِّفْلِ ال ذِينَ لََْ نِسَائهِِن  أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَِْاَنُ هُن  أوَِ الت ابِعِيَن غَيْرِ أوُلِ الإرْبةَِ مِنَ الرِّجَالِ أوَِ ا
لََ الل هِ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِن  ليُِ عْلَمَ مَا يُُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِن  وَتُوبوُا إِ 

يعًا أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَل كُمْ تُ فْلِحُونَ )  (٠٣جََِ

‚Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‚Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah meraka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (bisa) nampak dari 

padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali 

kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, 

atau putera-putera mereka, atau putera-putera asu mereka, atau 

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki 

mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau 

wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang 

aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah 

kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman 

supaya kamu beruntung‛. 

Tubuh menurut ajaran Islam, merupakan amanah Allah yang wajib 

dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam 

secara tegas menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan 

manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga 

kehormatan, derajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, 

masyarakat, dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan 

kehidupan di dunia dan akhirat kelak. 

Tabarru>j sendiri menurut beberapa ahli seperti Quraish Shihab 

menjelaskan bahwa secara bahasa kata tabarru>j mengandung arti 

nampak atau meninggi. Di sini juga terkandung makna keterbukaan 

dengan demikian, larangan ber-tabarru>j artinya larangan menampakkan 

‚perhiasan‛ dalam pengertian yang umum yang biasanya tidak 
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ditampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak 

wajar dipakai, seperti berdandan secara berlebihan atau berjalan dengan 

berlenggok-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang 

biasanya tidak ditampakkan kecuali pada suami dapat mengandung 

decak kagum laki-laki lain, yang akhirnya dapat menimbulkan 

rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.47 

Sedangkan menurut al-Jazairi statement menampakkan perhiasan, 

seperti yang disebutkan dalam ayat yang pertama, menekankan tentang 

tata cara berpenampilan bagi wanita muslim. Seperti yang dijelaskan 

oleh ash-Shabuni bahwa ayat tersebut memberikan isyarat kepada para 

wanita muslim bahwa rumah sebagai tempat azizi bagi mereka. Jika 

mereka ingin keluar rumah maka tetap harus menjaga rasa malu dan 

kewibawaan. Kalimat wala tabarru>j ditafsirkan oleh Shabuni yaitu 

seorang wanita muslim dilarang menampakkan perhiasan dan kemolekan 

tubuhnya seperti yang suka dilakukan oleh para wanita jahiliyah, dimana 

seorang wanita keluar dari rumahnya dengan menampakkan keindahan 

tubuhnya, memperlihatkan bagian tubuh yang tidak boleh 

diperlihatkan.48 

Dari kedua penjelasan ulama’ tadi bahwa tabarru>j sendiri telah 

dilarang oleh Allah dikarenakan hal tersebut dapat mengakibatkan orang 

lain melihat sebuah kemaluan seseorang perempuan sebab jika seseorang 

                                                     
47Muhammad Ali Ash-Shabuniy, Qabasu min Nurul al-Qur’an (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), 

90. 
48Muhammad Muttawali Al-Sya’rawiy, Tafsir al-Sya’raw (Jakarta: Akhbar al-Yaum, 1991), 57. 
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muslimah membuka auratnya maka hal itu dilarang oleh Allah. 

Abu Ishaq Asy-Syatibi telah merumuskan tujuan hukum Islam 

dalam al-maqasid asy-syar’iyah, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Muhammad Muslehudin menambahkan 

dengan tujuan hukum Islam yang ke enam yaitu, untuk memelihara 

kehormatan dirinya. Pemeliharaan diri dari hal-hal perbuatan pornografi 

dan pornoaksi berarti merupakan pemeliharaan tubuh, jiwa, akal, dan 

rohani yang menyatu dan terwujud dalam tubuh setiap manusia yang 

sekaligus berarti memelihara. Pemeliharaan terhadap tubuh sebagai 

amanah Allah menurut ajaran Islam tidak terlepas dari pemeliharaan 

agama (terdiri dari pemeliharaan aqidah, syari’ah, dan akhlak), jiwa, 

akal, keturunan, harta, dan kehormatan.49 

2. Pengertian Ta’zi>r 

Menurut bahasa, lafaz ta’zi>r berasal dari kata azzara yang berarti 

menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan 

dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari 

pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu 

mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak 

mengulangi lagi perbuatannya. Pengertian kedua yaitu mendidik, ta’zir> 

mendidik karena ta’zi>r dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki 

perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jari>mahnya, kemudian 

meninggalkan dan menghentikannya. Dari beberapa pengertian ini 

                                                     
49Abd al-qadir al-Awdah, al-Tashri al-jina’i al-Islami, Jilid I (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 

2011), 557. 
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sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan 

Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich.50 

Sedangkan secara terminologis ta’zi>r adalah bentuk hukuman yang 

tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi 

kekuasaan waliyyul amri atau Hakim.51 

Sebagian ulama mengartikan ta’zi>r sebagai hukuman yang 

berkaitan dengan pelanggaran terhadap Allah dan hak hamba yang tidak 

ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadis. Ta’zi>r berfungsi memberikan 

pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak 

mengulangi perbuatannya. Sebagian lain mengatakan sebagai hukuman 

terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman hadd 

dan kaffarat.52 

Ta’zi>r tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadis, maka ini 

menjadi kompetensi Hakim atau penguasa setempat.53 Dalam hal ini 

penguasa menyerahkan tugas ini kepada Hakim, dimana Hakim yang 

menentukan ukuran dari suatu ta’zi>r akan dikenakan terhadap pelaku, 

suatu larangan dalam agama yang tidak ada ketentuan hukum maupun 

kaffarohnya adalah menurut ijtihadnya (menurut pandangannya) dengan 

ukuran dan macam hukuman yang sekiranya dapat mengakibatkan si 

pelaku jera.54 

                                                     
50Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248. 
51Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 10 (Bandung: Alma’arif, 1987), 151. 
52Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141. 
53Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana (Jakarta: Amzah, 2011), 128. 
54Segaf Hasan Baharun, Jinayat  (Pasuruan: Ma’had Darullughah Wadda’wah, 2013), 161. 
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Dalam penerapan jari>mah ta’zi>r prinsip utama yang menjadi acuan 

penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap 

anggota masyarakat dari kemudhorotan (bahaya), disamping itu 

penegakan jari>mah ta’zi>r harus sesuai dengan prinsip shar’i (nas).55 

3. Macam-Macam Jari>mah Ta’zi>r 

Jari>mah ta’zi>r ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat 

mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuatan pada 

kemaslahatan umum. jari>mah ta’zi>r dibagi menjadi dua yaitu:56 

a. Jari>mah ta’zi>r yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan 

jari>mah demi kepentingan kemaslahatan. 

b. jari>mah ta’zi>r yang ditentukan oleh syara’, yaitu dianggap jari>mah 

sejak diturunkannya syari’at Islam hingga akhir zaman. 

Berdasarkan pelanggarannya, jari>mah ta’zi>r dibagi menjadi tujuh 

yaitu:57 

a. Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya: 

1) Perbuatan melanggar kesusilaan. 

2) Perbuatan melanggar kesopanan. 

3) Perbuatan yang berhubungan dengan suami istri. 

4) Penculikan. 

b. Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya: 

1) Tuduhan palsu. 

                                                     
55Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 14. 
56Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam) 
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 593. 
57Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Islam (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 56. 
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2) Pencemaran nama baik. 

3) Penghinaan, celaan atau hujatan. 

c. Perbuatan yang dapat merusak akal, diantaranya: 

1) Menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, membuat, atau 

mempromosikan sesuatu yang dapat merusak akal seperti 

khamar, narkotika, psikotropika dan sejenisnya. 

2) menjual bahan-bahan dengan maksud untuk digunakan 

membuat sesuatu yang memabukkan dan merusak akal seperti 

anggur, gandum dan sejenisnya. 

d. Pelanggaran terhadap harta, diantaranya: 

1) Penipuan dalam jual beli (muamalah). 

2) Kecurangan dalam berdagang. 

3) Meminjam tanpa izin (ghasab). 

4) Penghianatan terhadap amanah harta. 

e. Gangguan terhadap keamanan, diantaranya: 

1) sesuatu yang dapat mengganggu keamanan orang lain selain 

dalam jari>mah hudu>d dan jari>mah qisa>s. 

2) Menakut-nakuti orang lain, mengancam atau menteror. 

3) Penyalahgunaan terhadap kekuasaan atau jabatan untuk dirinya 

sendiri serta merugikan orang lain. 

f. Pelanggaran terhadap keamanan negara (subversi), diantaranya: 

1) Makar yang tidak melalui pemberontakan. 

2) Mata-mata. 
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3) Membocorkan rahasia negara. 

g. Pelanggaran yang berhubungan dengan agama, diantarannya: 

1) Menyebarkan ideologi yang mengandung pemikiran kufur. 

2) Mencelah salah satu dari risalah Islam, baik langsung melalui 

lisan maupun tulisan. 

3) Pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan 

sholat, terlambat atau tidak membayarkan zakat, berbuka puasa 

sebelum waktunya tanpa adanya uzur.58 

Jari>mah ta’zi>r tidak hanya terbatas pada pelanggaran diatas karena 

jari>mah ta’zi>r sangat luas dan elastis, sehingga segala perbuatan apapun 

yang dilarang dan melanggar hak Allah, hak perseorangan dan penguasa 

(diluar hudu>d dan jina>yah) maka masuk dalam kategori ta’zi>r.59 

Menurut Abd Qadir Awdah jari>mah ta’zi>r terbagi menjadi tiga 

yaitu:60 

a. Jari>mah hudu>d dan qisa>s diya>t yang mengandung unsur syubhat atau 

tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai 

perbuatan maksiat, seperti wati’ syubhat, pencurian harta syirkah, 

pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta 

benda. 

b. Jari>mah ta’zi>r yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, tapi 

sanksinya oleh syar’i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah 

                                                     
58Ibid., 57. 
59Ibid. 
60Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), 14-15. 
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palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari 

janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama. 

c. Jari>mah ta’zi>r dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang 

penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini 

unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya 

pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, 

pornografi dan pornoaksi, dan pelanggaran terhadap peraturan 

pemerintah lainnya. 

Dilihat dari segi sifatnya jari>mah ta’zi>r dapat dibagi dalam tiga 

bagian, yaitu:61 

a. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan maksiat 

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan 

perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang 

diharamkan. Misalnya: tidak membayar utang, memanipulasi hasil 

wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan 

barang-barang yang diharamkan, dll.\ 

b. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan yang membahayakan 

kepentingan umum 

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam jari>mah ini tidak 

bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena 

zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan 

dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan 

                                                     
61Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 255. 
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umum. Misalnya Penyebaran vidio berkonten pornografi melalui 

media sosial. 

c. Ta’zi>r karena melakukan pelanggaran 

Dalam merumuskan ta’zi>r karena pelanggaran terdapat 

beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang 

meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan 

dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu 

yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap 

melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau 

pelanggaran dapat dikenakan ta’zi>r. 

4. Macam-Macam Sanksi Ta’zi>r 

a. Sanksi ta’zi>r yang berkaitan dengan badan 

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati 

dan hukuman Cambuk. 

1) Hukuman mati 

Yaitu menghilangkan nyawa terpidana seperti pemuda atau 

pemudi yang berulang kali melakukan zina. Namun sebagian 

ulama membantah adanya hukuman mati dalam sanksi ta’zi>r 

karena sesuai pernyataan Rasulullah Saw., bahwa yang halal 

ditumpahkan darahnya adalah orang yang membunuh muslim 

lain dan orang yang keluar dari agamanya. 

Pada dasarnya hukuman mati dalam fiqh jina>yah diberikan 

untuk kategori sanksi jari>mah had seperti hirabah (perampokan), 
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serta riddah (keluar dari Islam) dan bughat (pemberontak), serta 

kategori sanksi jari>mah qisa>s untuk pembunuhan sengaja. 

2) Hukuman cambuk 

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerat pelaku 

jari>mah ta’zi>r. Hukuman ini dalam jari>mah hudu>d telah jelas 

jumlahnya bagi pelaku jari>mah zina ghairu muhsan dan jari>mah 

qadzf. Namun dalam jari>mah ta’zi>r, Hakim diberikan 

kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan 

dengan kondisi pelaku, situasi,dan tempat kejahatan.62 

Hukuman cambuk pada jari>mah ta’zi>r bisa diterapkan 

dalam berbagai jari>mah namun tidak boleh melebihi hukuman 

cambuk dalam sanksi hadd.63 Alat yang digunakan adalah 

cambuk yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil 

atau dapat juga memakai tongkat. 

b. Sanksi ta’zi>r yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman 

penjara dan hukuman pengasingan. 

1) Hukuman penjara 

Penjara yaitu membatasi kebebasan seseorang disertai 

pengawasan. Penjara dalam konteks Islam, bukanlah tempat yang 

sempit atau tahanan, tetapi suatu tempat yang berbentuk rumah, 

masjid, atau tempat-tempat lainnya yang dapat menahan 

                                                     
62M. Nuril Irfan dan Masyarofah, Fiqh Jinayah..., 149. 
63Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 158-159. 
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kebebasannya kecuali sholat, menerima pendidikan agama, dan 

sebagainya. 

Dua pendapat tentang sanksi penjara, pertama, sanksi 

penjara yang dibatasi waktunya. Perbuatan yang masuk dalam 

sanksi ini seperti pelaku penghinaan, pemakan riba, dan lain-lain. 

Sebagian ulama berpendapat, lama penjara dua bulan atau tiga 

bulan, atau kurang atau lebih. Ulama lainnya mengatakan, 

lamanya tergantung keputusan Hakim. Kedua, sanksi penjara 

tidak ditentukan batas waktunya, maksudnya pelaku dihukum 

selamanya sampai ia meninggal dunia.64 

2) Hukuman pengasingan 

Hukuman pengasingan ini adalah kekhawatiran para ulama 

akan tersebarnya pengaruh si pelaku kepada orang lain sehingga 

harus dibuang ke luar daerah. Dalam istilah keseharian, hukuman 

ini mirip dengan pesona nongrata, orang yang dianggap tidak 

boleh berada dalam satu wilayah tertentu. Cuman saja istilah ini 

lebih ditujukan bagi orang asing yang melakukan suatu kejahatan 

di negara lain.65 

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku 

jari>mah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk 

terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka 

akan terhindar dari pengaruh tersebut.  

                                                     
64M. Nuril Irfan dan Masyarofah, Fiqih Jinayah..., 153. 
65Ibid., 50. 
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c. Sanksi ta’zi>r yang berkaitan dengan harta yakni perampasan harta 

atau penyitaan harta (denda). 

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman 

ta’zi>r dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan 

diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman ta’zi>r dengan 

cara mengambil harta tidak dibolehkannya. Ulama’ yang 

membolehkannya juga berbeda pendapat dalam mengartikan ta’zi>r 

berupa harta benda. Ada yang mengartikannya dengan menahan harta 

terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau 

menghancurkannya. Alasan mereka adalah karena tidak boleh 

mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang 

membolehkannya. 

Ada pula ulama’ yang berpendapat bahwa sanksi ta’zi>r berupa 

harta itu diperbolehkan pada permulaan Islam lalu dinasakh, karena 

dengan memperbolehkannya sanksi yang demikian maka 

menyebabkan Ulil Amri mengambil harta orang lain dengan 

sewenang-wenang. Akan tetapi alasan para ulama yang tidak 

memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur ulama, 

karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin 

menerapkan sanksi ta’zi>r berupa harta ini.66 

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta’zi>r ini menjadi tiga 

bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta yakni: 

                                                     
66A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2000), 210. 
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1) Menghancurkannya (Al-Itla>f) 

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman ta’zi>r 

berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. 

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban 

dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan.67 

2) Mengubahnya (Al-Ghayi>r) 

Hukuman ta’zi>r yang berupa mengubah harta pelaku, 

antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan 

cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga. 

3) Memilikinya (Al-Tamli>k) 

Hukuman ta’zi>r berupa pemilikan harta pelaku, antara lain 

seperti keputusan Rasulullah SAW melipat gandakan denda bagi 

seseorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman 

cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang 

melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang 

temuan.68 

d. Sanksi atau macam-macam hukuman terbagi menjadi lima golongan, 

yaitu: 

1) Hukuman ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman 

dengan hukuman yang lainnya, adalah sebagai berikut:
69

 

                                                     
67Muhammad Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107. 
68Ibid., 108. 
69Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 67. 
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a. Hukumam Pokok (‘Uqubah Ashliyah) adalah hukuman yang 

ditetapkan untuk jari>mah qisa>s dan hadd. 

b. Hukuman Pengganti (‘Uqubah Badaliyah) adalah hukuman 

yang menggantikan hukuman yang pokok karena alasan-

alasan yang sah. Seperti diya>t sebagai ganti hukuman qisa>s 

dan ta’zi>r sebagai pengganti hukuman hadd. 

c. Hukuman Tambahan {(‘Uqubah Taba’iyah) adalah hukuman 

tambahan yang mengikuti hukuman pokok tanpa 

memerlukan keputusan tersendiri. Seperti larangan 

menerima warisan bagi orang yang membunuh ahli warisnya. 

d. Hukuman Pelengkap (‘Uqubah Tamlikiyah) adalah hukuman 

yang memerlukan syarat tersendiri dari Hakim untuk 

membedakan dengan hukuman tambahan. 

2) Hukuman yang ditinjau dari kekuasaan Hakim dalam menetukan 

lama atau ringannya hukuman 

a. Hukuman yang mempunyai satu batas. Hakim tidak 

wewenang untuk menetukan lama atau ringannya hukuman 

dan menambah atau mengurangi hukuman. 

b. Hukuman yang memiliki dua batas. Hakim mempunyai 

wewenang untuk menentukan batas tertinnggi atau 

terendahnya hukuman. Misal, hukuman penjara pada jari>mah 

ta’zi>r. 
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3) Hakim yang ditinjau dari bagaimana Hakim memutus atau 

menetukan hukuman. 

a. Hukuman yang telah ditentukan (uqubah muqaddarah) yaitu 

hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh 

syara’ dan Hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa 

mengurangi, menambah atau menggantinya dengan 

hukuman yang lain. Ulil Amri tidak berhak 

menggugurkannya. 

b. Hukuman yang belum ditentukan (uqubah ghair 

muqaddarah) yaitu hukuman yang diserahkan kepada Hakim 

untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman 

yang ditetapkan oleh syara’ dan menentukan jumlahnya 

untuk kemudian disesuaikan dengan perbuatan pelakunya. 

4) Hukuman yang ditinjau dari segi tempat diberlakukannya 

hukuman. 

a. Hukuman Badan (‘Uqubah Badaniya>h) adalah hukuman 

yang dikenakan atas badan manusia. Misalnya, hukuman 

mati, jilid dan penjara. 

b. Hukuman  Jiwa (‘Uqubah Nafsiyah) adalah hukuman berupa 

ancaman, teguran, dan peringatan. 

c. Hukuman Harta (‘Uqubah Maliyah) adalah hukuman yang 

diberikan berupa diya>t dan perampasan barang tertentu. 

5) Hukuman di tinjau dari segi macamnya Jari>mah 
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a. Hukuman qisa>s dan hadd 

b. Hukuman diyat 

c. Hukuman kaffarat 

d. Hukuman ta’zir 
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BAB III 

DESKRIPSI  PERKARA TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI 

TERHADAP PENYEBARAN VIDIO MELALUI MEDIA FACEBOOK NO. 

384/PID.SUS/2018/PN SMN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN 

 

A. Identitas Pelaku dan Korban 

Putusan Nomer 384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang tindak pidana yang 

melanggar kesusilaan atau penyebaran vidio rekaman hubungan sexual 

melalui FB. Pelakunya bernama EndangTan (45 tahun) yang bertimpat 

tinggal dikos perumahan teluk Jambi No. 265 Karawang, Jawa Barat. 

Terdakwa berkebangsaan Indonesia yang beragama kristen dengan pekerjaan 

swasta.70 

Sedangkan korbannya bernama Melati yang mempunyai akun facebook 

Melati, Melati adalah anak dari Mawar, Mawar adalah ibu Melati yang 

mengontrol facebook Melati. 

 

B. Tempat dan Waktu Kejadian  

Kejadian ini bertempat di Jalan Pakem Boyong Rt. 04 Randujayan 

Ngampel, Pakem, Sleman.Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2016 hari 

kamis sekitar pukul 17.30 WIB. 

 

 

                                                     
70Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/Pn Smn, 

1. 
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C. Kasus Posisi 

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang 

dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus yang 

melanggar kesusilaan yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Sleman yang 

diputus dan memiliki hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut. 

EndangTan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana ‚memiliki‛, atau menyimpan produk pornografi 

yang secara eksplisit memuat persenggaman‛ sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 32 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 

Awal kejadian perkara, pada sekitar bulan Desember Tahun 2015, 

EndangTan membuat vidio atau merekam pada saat terdakwa melakukan 

hubungan suami istri antara terdakwa dengan teman laki-lakinya atau 

suaminya dengan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna 

hitam (sudah dijual). 

Pada hari Rabu pada tanggal 20 Januari 2016 terdakwa mengirim vidio 

berupa orang melakukan hubungan intim atau layaknya suami istri antara 

terdakwa dengan Kumbang atau suami terdakwa ke akun facebook Melati. 

Pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WIB saksi 

Mawar yang menjalin pertemanan dengan anaknya yakni pertemanan dengan 

akun facebook milik saksi Melati, membuka akun facebook milik Melati dan 

melihat atau memutar vidio berupa orang melakukan hubungan intim suami 
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istri atau layaknya suami istri yang dikirim oleh akun facebook EndangTan. 

Vidio berupa orang melakukan hubungan intim suami istri atau layaknya 

suami istri yang dikirim oleh terdakwa ke akun facebook saksi Margarita 

Prawesti tersebut dilihat oleh saksi Mawar dan suaminya yakni saksi 

Albertus Widi Nugroho.71 

 

D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Dakwaan jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan 

alternatif, diantaranya:72 

1. Pertama 

a. Primair 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 10 

jo Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang 

berbunyi: ‚Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang 

lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan 

ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang 

bermuatan pornografi lainnya‛ jo Pasal 36 yang berbunyi: ‚Setiap 

orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam 

pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan 

ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang 

bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

                                                     
71Ibid., 3. 
72Ibid. 
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dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah)‛. 

b. Subsidair 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 32 UU No 44 tahun 2008 tentang 

Pornografi yang berbunyi: ‚Setiap orang dilarang 

memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, 

atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan 

perundang-undangan‛ jo Pasal 32 yang berbunyi: ‚Setiap orang 

yang memperdengar, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, 

atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah)‛. 

2. Kedua 

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 

45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang berbunyi: ‚Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan‛ jo Pasal 45 ayat (1) yang 

berbunyi: ‚Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
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mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)‛. 

 

E. Keterangan Saksi dan Barang Bukti 

Penuntut umum dalam persidangan mengajukan beberapa saksi, 

diantaranya Mawar, Alberthus Widi Nugroho, Margareta Pawestri Utami, 

dan Pieter Sophian. Mereka semua memberikan Informasi yang sama bahwa 

pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah 

Jalan Pakem Boyong Rt. 04 Randujayan, Ngampel, Pakem, Sleman, melihat 

vidio yang tidak sopan/tidak pantas yang masuk ke akun facebook Margareta 

Pawestri Utami dari akun facebook Yenny Tan yang dikirim melalui 

massanger. 

Vidio yang masuk ke akun facebook Margareta Pawastri Utami 

tersebut, dibuka serta dilihat oleh orang tua Margareta Pawestri Utami yakni 

saksi Mawar saksi Albertus Widi Nugroho  yang pada saat itu sedang 

mengontrol facebook milik saksi Margareta Pawestri. Vidio tersebut 

menunjukkan orang yang sedang melakukan hubungan layaknya suami istri 

antara terdakwa dengan Broto Agus Susilo tanpa memakai baju yang 

berdurasi sekitar 2 (dua) menit. 
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Kemudian, vidio tersebut langsung di coppy kedalam flashdisk dan 

disimpan, sedangkan vidio yang ada di akun facebook Margareta Pawestri 

Utami dihapus setelah di screenshoot. 

Margareta Pawastri Utami memiliki akun facebook yang bernama 

Margareta Pawastri Utami, akun facebook tersebut yang dibuat oleh Mawar 

untuk mengontrol anaknya yang sedang berada di asrama. Mawar juga 

memiliki akun facebook sendiri, akun facebook milik Mawar berteman 

dengan akun facebook Margareta Pawestri Utami. 

Mawar membuat akun facebook Margareta Pawestri Utami tersebut 

untuk sarana kontrol atau memantau medsos Margareta Pawastri Utami, 

karena Margareta Pawastri Utami berada di asrama sekolah sedangkan 

Mawar bertempat tinggal di kota. 

Hubungan antara terdakwa dengan laki-laki yang ada didalam vidio 

tersebut awalnya mengaku bahwa mereka berdua adalah sepasang suami 

istri. Albertus Widi Nugroho juga telah mencoba untuk menyelesaikan 

perkara tersebut secara kekeluargaan sebelumnya, namun pada akhirnya 

tidak menemukan kesepakatan. Sehingga Albertus Widi Nugroho 

melaporkan penyebaran vidio tersebut ke polisi. Albertus Widi Nugroho juga 

telah mendapatkan keterangan bahwa mereka berdua bukan pasangan suami 

istri sebelum melaporkan kejadian tersebut. 

Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti 

yaitu 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi video hubungan intim 
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laki-laki dan wanita tanpa busana, serta 3 (tiga) lembar print out screen 

capture akun messenger/inbox facebook Margareta Prawesti Utami.73 

 

F. Pertimbangan Hakim 

Berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka 

majelis Hakim akan menentukan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang 

terungkap dipersidangan dan menurut majelis Hakim yang cocok yaitu Pasal 

32 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan 

unsur-unsurnya memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 

memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang secara eksplisit memuat 

persenggaman. 

Oleh karena itu, semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu 

Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 32 jo Pasal 6 ayat (1) UU 

RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka menurut 

hukum dan keyakinan dari majelis Hakim, sebagaimana identitas tersebut 

diatas, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair. 

Berdasarkan pengamatan dari majelis Hakim selama persidangan 

berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf 

maupun alasan pembenar, yang akan menghapus akan sifat pertanggung 

jawaban kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu, 

karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dijatuhi pidana serta 

                                                     
73Ibid., 12. 
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membebankan untuk membayar biaya perkara. Selama proses penyidikan, 

penuntutan, dan persidangan di Pengadilan, terdakwa tersebut berada dalam 

tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya lamanya pidana penjara 

yang akan dijatuhkan. 

Sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, 

terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu dapat 

merusak mental bagi yang mengakses/melihat vidio/gambar yang dikirim 

terdakwa, dari hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa berterus terang 

dipersidangan, terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan menyesal.74 

 

G. Amar Putusan 

Berdasarkan pertimbngan majelis Hakim terhadap unsur-unsur dalam 

Pasal 32 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa, pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sudah dirasa adil dan 

patut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. sesuai 

dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pornografi serta ketentuan-ketentuan yang 

bersangkutan lainnya, majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 

EndangTan dengan hukuman selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan masa 

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 

                                                     
74Ibid., 19. 
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seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan agar terdakwa tetap 

ditahan. 

Barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah flashdisk warna 

putih yang berisi vidio hubungan intim laki-laki dan wanita tanpa busana 

dan 3 (lembar) print out screen capture akun messenger/inbox facebook 

Margareta Pawestri Utami untuk dimusnakan. Selain dipenjara, terdakwa 

dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu 

rupiah). 

Hukuman diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh 

Suparna, SH., sebagai Hakim Ketua, Christina Endarwati, SH, MH dan 

Zulfikar Siregar, SH, MH sebagai Hakim Anggota dan juga didampingi oleh 

Titik Hariyanti, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri 

Sleman serta dihadiri Yunik Widayatmi P, SH sebagai Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Sleman serta terdakwa.75 

                                                     
75Ibid., 20 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SLEMAN NO. 

384/PID.SUS/2018/PN SMN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI 

TERHADAP PENYEBARAN VIDIO MELALUI MEDIA FACEBOOK 

 

A. Pertimbangan Hukum Hakim tentang Tindak Pidana Pornografi terhadap 

Kasus Penyebaran Vidio Melalui Media Facebook dalam Putusan 

No.384/Pid.Sus/2018/PN Smn 

Pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau 

terdakwa ditetapkan oleh seorang Hakim. Hakim adalah salah satu dari 

aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan, yang memiliki tugas untuk 

menyelesaikan suatu perkara yang telah diajukan kepadanya, selain itu 

Hakim juga memiliki fungsi dari kewenangan mengadili mengandung 

pengertian bahwa Hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan 

memberikan keadilan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. 

Dalam memimpin sebuah persidangan, majelis Hakim harus tepat 

dalam memberikan suatu putusan. Putusan adalah sebuah produk hukum. 

Sebuah putusan bukan hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari 

seorang Hakim dalam memutuskan perkara tetapi akan menjadi bagian dari 

sumber hukum baru yang mengandung kaidah konstruktif bagi 

perkembangan hukum di masa yang akan datang. Putusan bukan hanya akan 

menjadi sebuah media dalam menyatakan orang bersalah atau tidak, dapat 

pula sebagai sarana untuk orang mengambil kembali hak-haknya yang masih 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 

 

 

 

dalam penguasa orang lain, sesungguhnya putusan ini merupakan nilai-nilai 

yuridis, logis, dan akademik.
76

 

Salah satu bentuk putusan sebuah kasus yang dilakukan oleh 

EndangTan yang saat ini berusia 45 tahun sebagai terdakwa di dalam 

Putusan No. 384/Pid.Sus/2018/Pn Smn, dalam putusan tersebut terdakwa 

telah melakukan suatu tindak pidana yaitu menyebarluaskan vidio porno 

yang melakukan hubungan intim suami istri atau layaknya suami istri yang 

dikirim ke akun facebook Melati. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dari 

beberapa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antar satu sama lain. 

Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan berbagai dakwaan, 

akan tetapi majelis Hakim pada saat itu memilih dengan cermat dan sesuai 

dengan perkara itu, adapun tuntutan jaksa yang dipilih salah satunya adalah 

Pasal 32 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. 

Pasal 32 jo UU pornogarfi berbunyi ‚setiap orang yang memperdengar, 

mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)‛. Kemudian Pasal 6 Ayat (1) UU 

pornografi berbunyi ‚setiap orang dilarang memperdengar, 

                                                     
76Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutuwaringin, Diskresi Hakim sebagai Sebuah 
Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana (Bandung: Alvabeta, 

2013), 32. 
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mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi 

kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. 

Sehingga dengan merujuk ketentuan sebagaimana pasal tersebut 

tuntutan yang diajukan oleh jaksa adalah, menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa EndangTAN dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi 

selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar 

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.77 

Hakim dalam putusannya juga telah mempertimbangkan bahwa 

terdakwa terbukti melanggar pasal 32 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No.44 Tahun 

2008 tentang Pornografi, dengan beberapa hal sebagai unsurnya berikut ini:78 

1. Setiap orang 

Sebagaimana yang dimaksud dengan pornografi menurut pasal 1 

UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang 

perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum.79 Dan perseorang tersebut yang dimaksud adalah 

siapa saja tanpa terkecuali. Dalam kasus ini yang dikatakan sebagai 

setiap orang adalah terdakwa EndangTan yang identitasnya telah 

termuat di dalam surat dakwaan. Hal itu juga telah dibenarkan oleh 

                                                     
77Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/Pn Smn, 

2. 
78Ibid., 16. 
79UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 
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terdakwa. Terdakwa juga sebagai seseorang yang sehat, jasmani dan 

rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di 

hadapan hukum. Dalam hal ini Hakim memutuskan bahwa unsur setiap 

orang ini telah terpenuhi.80 

2. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau 

menyimpan produk pornografi yang secara eksplisit memuat 

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. 

Yang dimaksud dengan Pornografi dalam pasal 1 UU RI No.44 

Tahun 2008 tentang Pornografi, adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, 

gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 

komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat 

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 

dalam masyarakat.81 

Sebagaimana barang bukti yang ada di persidangan serta 

keterangan para saksi bahwa memang benar terdakwa EndangTan telah 

membuat vidio hubungan intim tersebut bersama Kumbang. Lalu, vidio 

tersebut dikirim melalui messanger ke akun facebook Kumbang 

sebanyak tiga kali. Namun, pada pengiriman ke empat terdakwa 

mengirimkan kepada akun Mergareta Pawestri Utami melalui 

messanger. Yang kemudian dilihat oleh orang tua Margareta Pawestri 

                                                     
80Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/Pn Smn, 

16. 
81UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 
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Utami yakni saksi Mawar dan dan saksi Albertus Widi Nugroho yang 

sedang mengontrol facebook milik saksi Margareta Pawestri Utami. 

Saksi Mawar dan dan saksi Albertus Widi Nugroho mengaku telah 

melihat vidio tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa secara eksplisit 

terdakwa EndangTan menyimpan vidio yang memuat persenggamaan.82 

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan sebagaimana diatas, 

Hakim menimbang bahwa unsur memperdengarkan, mempertontonkan, 

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang secara 

eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah 

terpenuhi.83 

Hakim telah memperhatikan pasal 32 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No.44 

Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 

Memutuskan terdakwa EndangTan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana ‚memiliki, atau menyimpan produk 

pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan‛ serta menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa EndangTan dengan pidana penjara selama 8 

(delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 1 (satu) bulan.84 

                                                     
82Ibid., 17. 
83Ibid., 18. 
84Ibid., 20. 
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Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tersebut kurang tepat 

jika menggunakan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam kasus 

ini seharusnya Hakim menggunakan UU No. 19 tahun 2016 tentang 

Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena, media yang 

digunakan sebagai penyebaran vidio porno adalah media sosial facebook 

sehingga dokumen tersebut disebut dengan dokumen elektronik. Dokumen 

Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya.85 

Kitab UU Hukum Pidana telah mengatur mengenai pornografi dalam 

pasal 282-283 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Lalu, kejahatan 

kesusilaan yang luas tersebut dikhususkan lagi mengenai tindak pidana 

pornografi dalam UU 44 tahun 2008. Penyebaran pornografi sangat beragam 

salah satunya adalah media eletronik. Pemerintah dalam UU No. 19 tahun 

2016 telah mengkhususkan penyebaran asusila melalui media eletronik 

dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat 

                                                     
85UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 

angka 4. 
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diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan yang melanggar kesusilaan.86 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Yang dimaksud dengan ‚mendistribusikan‛ adalah mengirim dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada 

banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. 

2. Yang dimaksud dengan ‚mentransmisikan‛ adalah mengirim informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditunjukkan kepada satu 

pihak lain melalui media elektronik. 

3. Yang dimaksud ‚membuat dapat diakses‛ adalah semua perbuatan lain 

selain mendistribusikan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang 

menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat 

diketahui pihak lain atau publik.87 

Peneliti menyimpulkan bahwa putusan Hakim kurang tepat dalam 

menjatuhkan pidana menggunakan UU pornografi karena perbuatan yang 

telah dilakukan oleh terdakwa EndangTan sebenarnya melanggar UU ITE 

karena memanfaatkan media elektronik untuk melakukan tindak pidana. 

Melihat berdasarkan fakta hukum yang ada beserta keterangan saksi bahwa 

benar akses vidio tersebut melalui media sosial facebook. 

 

                                                     
86UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 

Ayat (1). 
87L. Heru Sujmawardi, ‚Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas UU No. 11 Tahun 1008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik‛, Jurnal 
Dialogia Iuridica, No. 2 (April 2018), 86. 
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B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam 

Putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang Penyebaran Vidio Melalui 

Media Facebook  

Dalam prespektif Hukum Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak 

dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, tabarru>j (berpenampilan 

seronok) dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi 

adalah melanggar kesusilaan. Perintah untuk memelihara kemaluan dan 

larangan memperlihatkan sebagian tubuh yang tidak biasa tampak pada 

orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang 

terhadap orang yang tidak halal baginya, karena demikian tersebut 

merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinahan.88 

Larangan ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan 

cyberporn (pornografi di dunia maya), dimana seseorang bisa mengumbar 

tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat 

bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah sama 

dengan membuka aurat. Membuka aurat telah dijelaskan didalam Surah an-

Nur ayat 30 sebagai berikut:89 

يَصْنَ عُونَ قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لََمُْ إِن  الل هَ خَبِيٌر بِاَ 
(٠٣) 

‚Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‚Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian 

itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha 

                                                     
88Neng Djubah, Perzinaan (Jakarta: Kencana: 2010), 157. 
89Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 548. 
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Mengetahui apa yang mereka perbuat‛. 

Kasus penyebaran vidio pornografi melalui facebook dalam Putusan 

No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh 

perseorangan. Dalam Islam perbuatan ini tentunya dilarang karena 

menyebarkan vidio berkonten pornografi melalui media sosial termasuk ke 

dalam perbuatan yang tidak terpuji. 

Dalam vidio tersebut juga mempertontonkan adegan perzinahan yang 

dilakukan oleh dua orang yang bukan suami istri. Secara tidak langsung 

dengan mengirimkan melalui akun facebook terdakwa menginginkan supaya 

vidio berhubungan layaknya suami istri tersebut untuk ditonton. Sama saja 

perbuatan tersebut menyiarkan suatu berita untuk diketahui oleh orang lain. 

Dalam Islam menyiarkan suatu perbuatan yang keji tersebut dilarang. Hal itu 

dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nuur ayat 19 berikut ini:
90

 

نْ يَا وَالآخِرةَِ  وَالل هُ يَ عْلَمُ إِن  ال ذِينَ يَُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِ ال ذِينَ آمَنُوا لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِ الدُّ
 (٣١وَأنَْ تُمْ لا تَ عْلَمُونَ )

‚Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang 

amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi 

mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui 

sedang kamu tidak mengetahui‛. 

Hukuman bagi pelaku penyebaran pornografi tidak dijelaskan di dalam 

hukum Islam. Berbeda apabila pelaku tindak pidana pornografi yang 

mengaku bahwa dirinya telah berzina. Hukuman yang diberikan yakni 

                                                     
90Al-Muyassar, Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30 Transliterasi (Bandung: Sinari Baru 

Algensindo, 2011), 714. 
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cambuk seratus kali bagi Ghairu Mukhsan dan rajam bagi pelaku Mukhsan. 

Atau jika penyebaran vidio porno tersebut dimaksudkan untuk menjatuhkan 

nama baik seseorang maka, hukuman yang diberikan adalah qadzaf jika 

tuduhan tersebut tidak terbukti. Kedua tindak pidana tersebut sudah tertulis 

dalam Nash (ketentuan). Namun, dalam kasus ini penyebaran vidio tersebut 

sebenarnya dilakukan untuk dilihat secara pribadi kepada pasangan laki-laki 

yang ada di dalam vidio tersebut. Dikarenakan ketika mengirim vidio yang 

terakhir ke alamat yang salah menyebabkan pelaku penyebaran vidio 

tersebut terjerat kasus penyebaran pornografi. Dan dalam hukum pidana 

Islam tidak menyatakan secara jelas bagaimana hukuman bagi pelaku 

penyebaran vidio yang berkonten pornografi. 

Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam pelaku penyebaran video 

tersebut dikenai hukuman ta’zi>r. Karena, hukuman ta’zi>r adalah hukuman 

yang diberikan ketika tidak ada hukuman yang ditentukan di dalam nash. 

Adapun hukuman ta’zi>r ini juga tidak memiliki kadar atau ketentuan yang 

jelas dan rinci di dalam Al-Quran baik jenis pelanggarannya ataupun 

hukumannya. Secara implisit segala jenis hukuman yang akan diterapkan 

oleh Hakim tetap mengacu paling tidak pada semangat nash atau nilai-nilai 

moral yang terkandung dalam Al-quran. Ta’zi>r tidak ditentukan oleh Al-

Qur’an dan hadis, maka ini menjadi kompetensi Hakim atau penguasa 

setempat.91 Sehingga, dikarenakan hukuman ditentukan oleh Hakim atau 

penguasa maka, cakupan ta’zi>r ini sangat luas karna kadar hukuman yang 

                                                     
91Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana  (Jakarta: Amzah, 2011), 128. 
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belum jelas. 

Abdul Azizi Amir ahli hukum pidana Mesir juga mengatakan bahwa 

bahwa ruang lingkup tindak pidana ta’zi>r itu amat luas, baik yang berkaitan 

dengan hak Allah Swt. maupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nash 

(ayat atau hadis) yang menunjuk jumlah dan batasan jari>mah ta’zi>r.92 

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa, menurut perspektif 

Hukum Pidana Islam, terhadap kasus kesusilaan atau menyebarkan vidio 

pornografi melalui facebook dalam Putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn, 

tidak termasuk jari>mah qisa>s dan hudu>d dikarenakan tidak ada dalil secara 

spesifik yang menyebutkan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana 

tersebut. Sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah jari>mah yang 

berkaitan dengan kehormatan seseorang dan/atau menyebarkan kamaksiatan 

(menyebarkan vidio hubungan intim laki-laki dan wanita tanpa busana atau 

vidio porno). Sedangkan yang dimaksud dengan maksiat adalah 

meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang 

diharamkan. 

Adapun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah 

sanksi ta’zi>r dengan sifat uqubah ghair muqaddarah atau sanksi yang belum 

ditentukan oleh syara’ serta sanksi ta’zirnya diserahkan sepenuhnya kepada 

penguasa atau Hakim, dalam hal ini Hakim menjatuhkan hukuman berupa 

penjara.  Berdasarkan para ulama’ sanksi ta’zi>r  yang diserahkan kepada para 

ulil amri, tetap juga mempertimbangkan berbagai aspek yang salah satunya 

                                                     
92Kamami Zada, et.al, ‛Ahkam‛, Jurnal Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif 
Hidayatullah, Vol. 17, (2017),159. 
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mempertimbangkan untuk kebaikan pelaku yakni berupa pendidikan  agar 

tidak mengulangi perbuatannya dan menuju arah yang lebih baik.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn adalah tindak pidana pornografi 

terhadap penyebaran vidio melalui media sosial facebook. Dalam 

Putusan ini Hakim dirasa kurang sesuai dalam menjatuhi hukuman. 

Hakim menggunakan Pasal 32 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 

2008 tentang Pornografi dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana padahal seharusnya hasil yang diputus memakai Pasal 27 

ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena menyebarkan 

pornografi melalui media sosial yaitu facebook yang mana menggunakan 

jaringan internet. 

2. Dalam sudut pandang hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 

hukum Hakim dalam Putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang 

tindak pidana pornografi terhadap penyebaran vidio porno melalui media 

sosial yaitu facebook dikenai hukuman ta’zi>r. Karena, hukuman bagi 

pelaku penyebaran vidio porno tidak dijelaskan atau tidak memiliki 

ketentuan yang jelas di dalam nash. Sehingga hukuman tersebut 

diberikan oleh Hakim yang memegang kekuasaan. Sanksi hukuman yang 
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diberikan berupa hukuman uqubah ghair muqaddarah atau hukuman 

yang belum ditentukan.  

 

B. Saran 

1. Kepada aparat penegak hukum terutama Hakim, alangkah lebih baiknya 

dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan lebih teliti, kritis 

dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa sesuai 

apa yang telah ada di dalam UU yang berlaku dan dapat membedakan 

serta menafsirkan UU sehingga penerapannya lebih tepat sesuai dengan 

kasus yang sedang terjadi. 

2. Untuk khalayak umum diharapkan lebih brerhati-hati dalam bertindak 

atau melakukan sesuatu dan diharapkan bisa memanfaatkan teknologi 

elektronik dengan sebaik-baiknya. 
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